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A B S T R A K 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung 
perekonomian Indonesia, namun sering kali menghadapi tantangan 
kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi riil usaha. Penelitian ini 
mengkaji kasus UD Pramono, sebuah UMKM pengepul susu di Boyolali, 
Jawa Tengah, yang menghadapi ancaman kepailitan akibat tagihan pajak 
sebesar Rp671 juta dari tahun 2018. Pemblokiran rekening oleh kantor 
pajak menyebabkan lumpuhnya operasional dan terancamnya mata 
pencaharian sekitar 1.300 peternak mitra. Studi ini bertujuan untuk 
menganalisis dampak kebijakan PPh Final UMKM terhadap usaha dengan 

margin keuntungan rendah serta menilai efektivitas intervensi pemerintah dan lembaga terkait dalam 
menyelesaikan sengketa pajak. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kasus, ditemukan 
bahwa ketidaksesuaian kebijakan pajak dan minimnya pendampingan menjadi faktor utama permasalahan. 
Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan pajak UMKM yang lebih fleksibel dan berkeadilan, 
serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan edukasi dan mediasi pajak kepada pelaku UMKM 
guna mencegah kepailitan dan menjaga keberlangsungan ekonomi lokal. 
 
A B S T R A C T 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy, but often face 
policy challenges that are not aligned with the real conditions of business. This study examines the case 
of UD Pramono, a milk collector MSME in Boyolali, Central Java, which faced the threat of bankruptcy due 
to a tax bill of Rp671 million from 2018. The blocking of accounts by the tax office caused operational 
paralysis and threatened the livelihood of around 1,300 partner farmers. This study aims to analyze the 
impact of the MSME Final Income Tax policy on businesses with low profit margins and assess the 
effectiveness of government and related institutions interventions in resolving tax disputes. Through a 
qualitative-descriptive approach based on case studies, it was found that tax policy inconsistencies and 
lack of assistance were the main factors in the problem. This research emphasizes the importance of more 
flexible and equitable MSME tax policy reform, as well as the need for cross-sector collaboration in 
providing tax education and mediation to MSME actors to prevent bankruptcy and maintain the 
sustainability of the local economy. 

Pendahuluan  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam 
perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi lokal tetapi juga 
sebagai penyerap tenaga kerja yang signifikan (Y. Saputri et al., 2024). Namun, meskipun 
kontribusinya besar, UMKM sering kali menghadapi tantangan struktural dan kebijakan 
yang tidak sepenuhnya berpihak, terutama dalam aspek perpajakan (Kumaratih & 
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Ispriyarso, 2020). Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah 
peristiwa yang menimpa UD Pramono, sebuah UMKM pengepul susu sapi di Boyolali, 
Jawa Tengah. 

Pada tahun 2024, UD Pramono menghadapi krisis serius setelah menerima tagihan 
pajak sebesar Rp671 juta yang berasal dari kewajiban tahun 2018 (Jarmaji, 2024). Akibat 
tunggakan tersebut, rekening usaha diblokir oleh kantor pajak, sehingga aktivitas 
operasional lumpuh total (Sunartono, 2024). Kondisi ini tidak hanya mengancam 
keberlangsungan usaha, tetapi juga mengganggu penghidupan sekitar 1.300 peternak 
mitra yang menggantungkan nasib pada UD Pramono (Prihatsari, 2024). Masalah ini 
memperlihatkan betapa desain kebijakan pajak yang bersifat one size fits all, khususnya 
penerapan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet, tidak selalu cocok diterapkan pada 
sektor usaha dengan margin keuntungan rendah (Lubis, 2025). Kebijakan ini kerap 
menempatkan pelaku UMKM dalam posisi sulit, terutama ketika dihadapkan pada 
keterbatasan akses informasi, pendampingan, dan pemahaman terhadap regulasi pajak 
yang kompleks (Sunartono, 2024). 

Kasus UD Pramono mendapat perhatian publik dan menjadi cerminan perlunya 
reformasi kebijakan yang lebih akomodatif dan berpihak kepada pelaku UMKM. 
Kolaborasi antara pemerintah, kantor pajak, konsultan pajak, dan lembaga pengawas 
seperti Ombudsman menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang 
lebih adil dan berkelanjutan (Darussalam, Septriadi Danny , B. Bawono Kristiaji & DDTC, 
2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penyebab utama ancaman 
kepailitan pada UMKM akibat kebijakan perpajakan yang kurang fleksibel, serta 
menganalisis peran berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa pajak dan menjaga 
kelangsungan usaha. Melalui studi kasus UD Pramono, diharapkan dapat diperoleh 
gambaran konkret mengenai urgensi reformasi kebijakan dan penguatan 
pendampingan pajak yang humanis dan solutif bagi UMKM di Indonesia. Guna 
mengetahui Bagaimana dampak kebijakan perpajakan, khususnya PPh Final UMKM, 
terhadap keberlangsungan usaha kecil dengan margin keuntungan rendah seperti UD 
Pramono? Dan Sejauh mana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani 
sengketa pajak dan mencegah kepailitan UMKM. 

 

Pembahasan  

Kasus kepailitan yang menimpa beberapa UMKM kebanyakan karena minimnya 
pemahaman terkait pemakaian dana dari hasil hutang dari suatu lembaga atau instansi 
(Wijaya et al., 2020). Kurangnya pemahaman ini terkadang juga tidak adanya dukungan 
pendampingan dari pemerintah yang menaungi UMKM. Adapun pihak lembaga atau 
instansi yang menjadi kreditur hanya sebatas menjadi penyedia dana saja, tanpa adanya 
pendampingan yang berkelanjutan, yang berpotensi menyebabkan UMKM kesulitan 
dalam mengelola keuangan dan menghadapi tantangan pasar (Fauzan & Mustaidah, 
2021). Pemahaman terkait pengaplikasian dana hutang ini harus dipahami, agar pelaku 
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UMKM dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya keuangan untuk 
pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka (Hasibuan et al., 2024). 

Pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa debitur yang mengalami kesulitan 
keuangan dapat dinyatakan pailit apabila tidak mampu membayar utangnya. Hal ini juga 
sepadan pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak 
bergerak, yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi jaminan untuk seluruh 
utang yang dimilikinya. Apabila ditelaah lebih lanjut, kebijakan ini hanya merujuk pada 
usaha yang sudah bergerak pada bidang industrial atau perusahaan besar, seperti PT 
atau CV, bukan UMKM. Akan tetapi regulasi dari kebijakan ini juga diaplikasikan pada 
UMKM, yang mana laba atau rugi yang didapat cenderung tidak pada nominal tetap. 
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa UMKM seringkali memiliki keterbatasan 
dalam akses terhadap informasi, pasar, dan input (Analia, 2020).  

Adanya reformasi pada kebijakan yang mengatur kepailitan harus benar-benar 
disesuaikan pada pihak yang dikenakan kebijakan ini. Apabila pihak ini adalah UMKM, 
maka penyesuaian tehadap kebijakan kepailitan ini harus diperhatikan, terutama dalam 
hal restrukturisasi utang dan mediasi antara UMKM dan kreditur (humas, 2025). Model 
restrukturisasi pembiayaan dapat menjadi solusi krusial bagi UMKM yang terdampak 
krisis ekonomi, seperti melalui penjadwalan ulang pembayaran utang, yang memberikan 
ruang bagi UMKM untuk mengatur kembali arus kas mereka (Aurelia et al., 2021). 
Adanya mediasi dapat membantu mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak, tanpa 
harus melalui proses kepailitan yang kompleks dan merugikan salah satu pihak 
(Djumardin, 2017).  

 

Penyebab Utama Ancaman Kepailitan pada UD Pramono  

UD Pramono, sebuah UMKM yang berperan sebagai pengepul susu sapi perah di 
Boyolali, mengalami ancaman kepailitan setelah menerima tagihan pajak sebesar Rp671 
juta yang berasal dari kewajiban tahun 2018. Penyebab utamanya adalah kurangnya 
pemahaman terhadap administrasi perpajakan serta ketiadaan pendampingan dalam 
proses pelaporan dan penyetoran pajak (Musimenta et al., 2017). Kondisi ini diperburuk 
oleh tindakan pemblokiran rekening bank oleh otoritas pajak, yang langsung 
melumpuhkan kemampuan operasional usaha (Mukhlis et al., 2015). Karena tidak dapat 
melakukan pembayaran kepada mitra peternak, UD Pramono menghadapi tekanan 
finansial berat, yang memaksa pemilik usaha menjual aset pribadi untuk 
mempertahankan keberlangsungan bisnis. 

Selain itu, masalah ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini dan komunikasi 
yang efektif antara UMKM dan otoritas pajak belum berjalan optimal. Efektivitas 
Undang-Undang Pajak dan penyuluhan yang signifikan akan meningkatkan kepatuhan, 
sementara sanksi terbukti efektif dan kesadaran justru memiliki pengaruh negatif 
mengindikasikan ketidakpuasan atau resistensi wajib pajak terhadap sistem yang ada 
(Murdiansyah et al., 2020). Tanpa edukasi dan pemantauan yang memadai, banyak 
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pelaku UMKM terjebak dalam masalah administrasi yang berdampak sistemik pada 
keberlanjutan usaha mereka (Hakim et al., 2024). 

Dampak Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Usaha Margin Rendah  

Kebijakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet dirancang untuk menyederhanakan 
kewajiban perpajakan UMKM (Indriana et al., 2020). Namun, penerapan kebijakan ini 
secara seragam tidak mempertimbangkan variasi margin keuntungan antar sektor 
usaha (Wattimena & Irmansyah, 2020). Dalam kasus UD Pramono, sektor pengepulan 
susu memiliki margin keuntungan yang sangat tipis karena harga beli dari peternak dan 
harga jual ke industri pengolahan hanya terpaut sedikit. 

Akibatnya, walaupun omzet tinggi, keuntungan bersih sangat kecil. Ketika pajak 
dikenakan atas omzet, bukan laba, beban pajak menjadi tidak proporsional dan 
membebani arus kas (Ustman & Syahadatina, 2021). Hal ini berpotensi menciptakan 
risiko likuiditas dan menurunkan kemampuan investasi ulang usaha (Hakim et al., 2024). 
Alih-alih mendorong formalitas dan kepatuhan pajak, sistem ini justru menjadi momok 
bagi pelaku UMKM yang berada di sektor dengan struktur biaya tinggi (Tabita Safa 
Callula Pangestu, 2024). 

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Menangani Sengketa Pajak UMKM 

Kasus UD Pramono mengundang perhatian berbagai pihak, seperti Ikatan 
Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ombudsman RI, serta pemerintah daerah setempat, 
sehingga menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan 
pajak UMKM di Indonesia (I. P. Saputri & Kamil, 2021). IKPI menegaskan perlunya sinergi 
antara instansi perpajakan dan pemda dalam memberikan edukasi serta mediasi kepada 
UMKM terkait pemahaman dan pemenuhan kewajiban pajak secara komprehensif, 
mengingat kompleksitas regulasi yang seringkali menjadi kendala bagi pelaku UMKM 
(Zulma, 2020). Sementara Ombudsman turun tangan dengan meminta klarifikasi atas 
tindakan Ditjen Pajak dan mendorong pembukaan rekening usaha yang diblokir 
(Ryanthie, 2024). 

Namun, peran ini masih bersifat reaktif dan belum terlembagakan secara 
sistematis (Noviyani, 2023). Belum ada mekanisme pendampingan permanen yang 
dapat menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan otoritas perpajakan 
(Handayani, 2023). Dalam kondisi seperti ini, UMKM sering berada dalam posisi inferior 
karena minimnya literasi hukum dan administrasi fiskal (G. L. A. Saputri & Wahidahwati, 
2019). Peran pemerintah daerah seharusnya diperkuat sebagai garda depan dalam 
mendeteksi dan mencegah konflik pajak sejak dini (Widodo & Widiatmanti, 2024). 
Apabila hal ini tidak diberlakukan, maka beban membayar zakat sekaligus pajak bisa saja 
menumpuk tidak terbayarkan, karena pemerintah belum secara penuh 
mengintegrasikan zakat sebagai pengurang pajak secara adil dan menyeluruh (Karunia, 
2016). 
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Upaya Penyelesaian dan Evaluasi Efektifitasnya 

Pemerintah pusat dan daerah telah mencoba menyelesaikan persoalan UD 
Pramono melalui nota kesepahaman (MoU) antara peternak, pengepul, dan industri 
pengolahan susu untuk menjaga kesinambungan ekosistem usaha (humaspkh, 2024). 
Namun, upaya ini lebih bersifat sektoral daripada menyentuh akar permasalahan—yaitu 
beban perpajakan dan sistem pelaporan yang menyulitkan (Restu Pancagiono, 2020). 

Upaya membuka blokir rekening dan penyelesaian administratif lainnya dinilai 
tidak cukup cepat, mengingat sifat usaha UMKM yang sangat bergantung pada 
kelancaran arus kas harian (Yani, 2024). Meskipun respons lembaga seperti Ombudsman 
patut diapresiasi, efektivitas jangka panjang tetap membutuhkan reformasi sistemik 
yang mengedepankan prinsip keadilan fiskal dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil 
(Utami et al., 2022). 

Dampak Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Usaha Margin Rendah  

Berdasarkan analisis kasus ini, reformasi kebijakan perpajakan UMKM mendesak 
dilakukan dengan pendekatan berbasis karakteristik sektor. Beberapa rekomendasi 
kebijakan meliputi: 

1. Penyesuaian tarif pajak berdasarkan margin keuntungan atau mekanisme safe 
harbor yang mempertimbangkan kapasitas usaha membayar (Tasya Dinasari 
Salsabila, 2025). 

2. Penguatan sistem edukasi dan literasi pajak, termasuk pelatihan bagi pelaku 
UMKM secara berkala oleh dinas daerah bekerja sama dengan konsultan pajak 
(Indah Umiyati, Naila Rahmah, 2024). 

3. Pembentukan unit layanan cepat tanggap perpajakan UMKM, yang berfungsi 
sebagai penghubung mediasi sebelum terjadi tindakan ekstrem seperti 
pemblokiran rekening (Pajak, 2024). 

4. Digitalisasi sistem pelaporan sederhana berbasis aplikasi yang ramah pengguna 
untuk mencegah kekeliruan administratif (Lubis, 2025). 

5. Penerapan sistem peringatan dan komunikasi awal bagi pelaku usaha yang 
menunjukkan ketidaksesuaian pelaporan (Pajak, 2024). 

Dengan reformasi yang tepat, kebijakan perpajakan dapat bertransformasi dari 
instrumen pemaksa menjadi instrumen pemberdayaan, khususnya bagi pelaku UMKM 
yang menopang ekonomi lokal dan nasional (Pangestika & Siswajanthy, 2024). Maka 
secara umum, kendala utama dalam sistem perpajakan di Indonesia mencakup 
ketidakjelasan regulasi insentif religius, lemahnya edukasi fiskal, resistensi wajib pajak, 
dan kebijakan yang kurang adaptif (Mashendra & , Jennifer Corrin, 2017). 

Kesimpulan dan Saran  

 Kasus kepailitan UD Pramono mencerminkan kegagalan sistemik dalam 
penanganan pajak UMKM, terutama ketika kebijakan yang berlaku tidak 
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mempertimbangkan karakteristik sektor usaha margin rendah. Ketidaksesuaian 
penerapan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, ditambah dengan kurangnya edukasi dan 
pendampingan dari pihak otoritas, menjadi pemicu utama terjadinya disrupsi 
operasional yang berujung pada krisis keuangan. Pemblokiran rekening tanpa 
mekanisme mediasi awal memperparah situasi, memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal 
yang seragam justru menempatkan pelaku UMKM dalam posisi rentan. Selain itu, 
lemahnya peran preventif pemerintah dan institusi terkait memperlihatkan ketiadaan 
sistem deteksi dini dan kanal komunikasi yang humanis dalam penyelesaian konflik 
perpajakan. Tanpa reformasi dan pendekatan sektoral, kasus serupa berpotensi 
terulang, mengancam keberlangsungan ekonomi mikro yang menopang jutaan rumah 
tangga. Maka, penyelesaian masalah harus bersifat struktural, bukan sekadar 
administratif atau reaktif. 

Bagi pemerintah, dibutuhkan reformasi kebijakan pajak UMKM yang berbasis pada 
karakteristik sektor, misalnya dengan mengenakan pajak berdasarkan margin laba atau 
sistem tarif progresif. Selain itu, perlu dibentuk unit layanan cepat tanggap yang khusus 
menangani sengketa perpajakan UMKM sebelum masuk ke ranah pemblokiran atau 
hukum, agar mediasi bisa berjalan lebih solutif. Literasi pajak juga harus ditingkatkan 
melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kampus, dan konsultan pajak dalam 
bentuk pelatihan rutin dan aplikasi pelaporan yang sederhana dan adaptif. Untuk pelaku 
UMKM, terutama di sektor-sektor margin rendah seperti pengepulan susu, penting 
untuk mulai membangun sistem pencatatan keuangan yang rapi dan proaktif dalam 
mencari pendampingan pajak. Keterlibatan dalam asosiasi usaha atau koperasi bisa 
menjadi jalan untuk mengakses pelatihan serta advokasi hukum dan fiskal. UMKM juga 
harus mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pelaporan dan administrasi agar 
mampu mengurangi risiko kesalahan administratif yang berujung pada konsekuensi 
berat. 
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